PETUNJUK PELAKSANAAN PERAT URAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN. 202 1:":' .
TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN :
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDAF{AN GELAP NARKOTIKA DAN

Menimbang

Mengingat

GUBER 'UR KALI

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 4. TAHUN 2022 "

TENTAN G

PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI—IA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

bahwa untuk melaksanakwa ke‘teﬂtuan Pasal ) y&t - 2

Pencegahan
Peredaran Gela,p Narkotlka dan Prelmrséi'f
menetapkan  Peraturan Gubemur tentang
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun '--2021

1. Pasal 18 ayat (6) Undanngndang

Republik. Indonesza Tahun 1945 .
2. Undang—Undang Nommor 25 Tahun..,_-_f"m"'
Pembentukan Daerah Daez‘ah

Indonesm Nomm 1 106)

3. Undang~Undang Nomor : thun 199
Pmkotropﬂga (Lembaram Neg&; it el

Repubhk Indon@ma Nomor 367 1)
diubah dengarl Undang—Undang Nomo dodanun 2Ua
tentang * Cipta - Kerja (Lembaran Negara Républi
Indonesza Tahun 2020 Nomor :

tentang C1pta Kezga
Indonesza Tahun




10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang -
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”
(Lembarann Negara Republik Indonesia Tahun- 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah -

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang -

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.7 -
tentang Pembentukan Peraturan Pemndangﬂundanganw R
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 -
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Repubhk EE

Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun .-__2014 ___'-tentahg_ o
Pemerintahen Daerah (Lembaran Negara Republik:. -

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaha_n
Lembaran Daerah Republik Indonesia ‘Noror . 5587) "
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nornor - 11 Tahun 2020

tentang  Cipta  Kerja (Lembaran Negara Republik. = :
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan'_ R

Lembaran Negara Republik Indonesia- Nomor 6573); -

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang'_'.];'?-'__
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberamasani; e

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika cian
Prekusor Narkotika Tahun 2020- 2024;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun: 2()11 tentancr{j_ e i
Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu’ Naﬂ{ouka (Lembaran'f [ I e
Negara Republilt Indonesia Tahun 2011 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonema Nomor‘_'-_ B

5211);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2613 tentanglf{_i:-_f'--' R
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 .
tentang Narkotika = (Lembaran ~Negara - Republik =+ =
Indonesia Tahun 2013 Nornor 96, Tambahaﬂ Lembaran: SN S

Negara Repubhk: Indonesia Nomor 5419); . - -

Peraturan Menteri Kesehatan :" - Nomer .; : i

Medis Pecandu, Penyalahguna dan  Korban '
Penyalahgunaan Narkotika (Berita- Negara. Repubhk. L

Indonesia Tahun 2011 Nomor 825); S
Peraturan Menteri Dalam Negeri Repu‘bhk Indonesm-ﬁ..

Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi’ Pencegahanﬂ_if-
Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana telah diubah =
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ' Nomor 12
Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan RS N R
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap S
Narkotika dan Prekursor Narkotika“ (Bemta Negara:;..f

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomar 195)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3" Tahun 2015:-:‘_.-‘:
tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan oo
Pelaporan Narkotika, Psikotropika: dan =~ Prekursor =~ = 0

Farmasi (Berita Negara Republik Indonesm Tahun 2015“'_'
Nomor 74);
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13. Peraturan Mentem Dalam Negeri Nowmor 80 Tahum 2015'; iy
tentang Pembentukan Produk hukum Daerah {Berita -
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) .
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menterif’:_?'-ﬁ et
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang .
Perubzhan Atas Peraturan’ Menteri Daiam Negerz Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan ‘Produk Hukum
Daerah (Benta Negara Republik’ Indonesm Tahun 2039
Nomor 157);"

14. Peraturan Menteri Sosial ‘Nomor 16 Tahun 2019._-'_51-.;_' S
tentang Standar Nasional: Rehabzhtasz Sosza} (Ber1ta:_-_'
Negara Repubhk Indonesia Tahurz 20 19 Nomor 1306) :

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 ’I‘ahun 2020
tentang Penyelenggaraan Instistusi Penemma Wajlb:;__'_' e
Lapor (IPWL) (Berita Negara Repubhk: Indonema Tah'un-}’

2020 Nomor 30); -

16. Peraturan Daerah Pr ovms: Kahmantem Bamt Nomor 3
Tahun 2021 tentang Fasilitasi - Pencegahal”l__ dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Geiap
Narkotika dan-Prekursor Narkotika' (Lembaran. Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 3, : ;
Tambahan ' Lembaran Daerah Provmm Kahmantan"; e
Barat Nomor 3); : e SR

MEMUTUSKAN: -~

Menetapkan : PERATURAN  GUBERNUR  TENTANG = PETUNJUK

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang d1mal<;sud dengan
1.
2.

»

o

PELAKSANAAN PERA’I‘URAN DAERAH NOMOR: 3 TAHUN' i
2021  TENTANG = FASILITASI PENCEGAI—IAN DA
PEMBERANTASAN - PENYALAHGUNAAN DAN _’;PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARK(}'E‘IKA

BAB1
KETENTUAN UMUM .

_Z_Pasal 1

Daerah adalah Provinsi Kahmantan Barat.

Pemerintah Daerah adalah . Guberrmr sebagal unsur penyeieﬁggarc
Permerintahan  Daerah yang memimpin . peiaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Prowns; Kahma;ntan Barat
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat, R S
Perangkat Daerah yang selanjutnya dlsmgkat PD adajah unsur

pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemermtahan daerah
Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/ Kota di Provmm Kahmantaﬂ Barat &

Pemerintah Kabupaten /Kota adalah Pemermtah Kabupaten /Kota d
Provinsi Kalimantan Barat. . . ] : i
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Barat.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan -~
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan R D
penurunan atau perubahan kesadaran, hilahgnya rasa, -mengurangi .o
sampai menghilangkan rasa nyeri, dan = dapat menmbuikan* ST
ketergantungan. ST IR
Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dﬂakukem' i
secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan =
dan/atau menghalangi faktor-falktor: yang meayebabkan terjadmyaf T
penyalahgunaan Narkotika. . Lo SENe
Pemberantasan adalah suatu proses, cara atau. upa.ya penanggulangaﬂ{;_-_
yang bersifat tindakan penegakan hukum yang. dﬂakukan oleh apazat}_':,.-_i-}
yang berwenang. SRS S
Peredaran Narkotika adalah setiap keglata,n atau’ serangkazan I{egiatan_*;::_gf" Sy
penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam 1angka perdagangan, TN I FO
bukan perdagangan maupun pemindahtanganan: : RS e
Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan - atau serangkman*'--*'_'f;; R
kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau. melawan hukum- yang__‘ S
ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.. s
Penyalahguna adalah orang yang meﬂggunakan Narkotzka atau Fl elmrsm :f'
Narkotika tanpa hak atau melawan hukum., 5 SR
Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai Gleh dorongan un‘tukf SN R
menggunakan Narkotika atau Prekursor Narkotika, secara- terus menerus
dengan takaran meningkat agar menghasilkan efel yang sama dar
apabila penggunaannya- dzkuzangl dan/ atau dzhent:kan secara tlba—‘mb'a,f
menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, : : S
Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau_ e R S
menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan- keiez gantu:ﬁgan pada STt
Narkotika, baik secara fisik maupun psikis." e
Korban adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotlka; Th
atau Prekursor Narkotika karena dzbujuk ‘diperdaya, - dmpu, dipaksa,
dan/atau diancam untuk menggunakam Narkonka dan / atau Prekursm "
Narkotika. e S
Pendampingan adalah pemberian konsultasm da:a motwas:t melah;u Co
kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan’ kebangsaan paren‘tmg Sk.zﬂ
dan lain-lain. R
Advokasi adalah suatu usaha membeﬁkan nasehat atau @embelaan“
dalam rangka untuk mempengaruhi pembuat keszakan da’iarn_;-_
mengupayakan solusi terhadap masalah yang dlhadapl N i
Kohesi sosial adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengemballkan"-
yang bersangkutan di hngkungaﬁ masyarakat. - e
Asesmen adalah sebuah proses pengukuran dan non pengukuran untu
memperoleh data karakteristik peserta didik dengan aturan tertentu
Rehabilitasi adalah suatu proses pemuhhan klien gangguan penggunaan -
Narkotika baik dalam jangka waktu pendek maupun’ ‘panjang yang

bertujuan mengubah prilaku untuk’ mengembahkan fungsrt mdmc}.u_:____.__
tersebut di masyarakat. _ o+

Ha®ko PERANGEAT DARRAK

ST E"%@%&Mﬁ@ ; ﬂﬂi;ﬁ‘%?mifﬁ gT& : ] . o . .;._:_ . L




22.

23.

24,

23.

26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

Intervensi berbasis masyarakat yang selanjuinya dasmgkat IBM adalah i

merupakan serangkaian aktivitas di bidang rehabilitasi terhadap korban = -

penyalahgunaan narkotika yang dirancang dari masyarakat dan untuk
masyarakat yang terdiri dari kegiatan Skrining Intervensi Lapangaﬂ (SIL)' .

Pemulihan Berbasis Masyarakat (PBM) dan kegiatan paska rehabilitasi =~
olelhh Agen Pemulihan (AP} dengan memanfaatkan. fas;.h‘tas dan potensa-: S e

masyarakat. L
Agen pemulihan yang selanjutnya disingkat AP adalah orang a’cau

sekelompok orang di masyarakat yang ditunjuk atau ditetapkan sebagalr-." o
mitra kerja untuk menyelenggarakan tugas = Pemaritauan dan pRERE

pendampingan terhadap mantan penyalahguna- narkoba di mlayahﬂya

Skrining Intervensi Lapangan yang selanjutnya dlsmgkat SIL: adalah-: SRR
suatu kegiatan yang merupakan bagian dari layanan rehabﬂrtasz rawat .
jalan dengan melakukan penjangkauan dan skrining di- 1apangan pada’ -
tempat-tempat yang terdapat potensi penyalahgunasan narkoba- unmk'ﬁ_:{'_"

dilakukan intervensi singkat konseling rawat jalan dan/atau mjukan

Pemulihan Berbasis Masyarakat yang selanjutnya dlsmbkat PBM adalah L

serangkaian kegiatan yang dilakukan masyarakat di bidang: rehab:zhtaszj
terhadap pengguna narkoba dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi-~
masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan hmgga pemaniauanff;

kegiatan melalui pendekatan kearifan lokal.

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan. pengebatau seca&az-f-r"f'-_- e
terpadu untuk mernbebaskan pecandu dari ketergantungan Narkot;ka-_j .

atau Prekursor Narkotika.

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses heglatan pemuhhan secara._.}_-: S e

terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas. pecandu Narlc:o_

atau Prekursor Narkotika dapat kembali melaksanakan- funggl _SC;,'Slaj_'_::__ i

dalam kehidupan masyarakat.

Paska Rehabilitasi adalah tahapan pembinaan 1anjut yang dlbemkan_:{ _:_
kepada penyalahguna, korban penyalahguna dari/atau pecandu . o
Narkotika setelah menjalani Rehabilitasi Medis ‘dan Rehabﬂltasz Sesml e

dan merupakan bagian yang terintegrasi dalam rangka1an Rehabﬂlta31
Klien adalah penerima jasa pelayanan Rehabilitasi. . -

Institusi Penerima Wajib Lapor yang seianjutnya dzsmgkat IPWL adaiah’:lf.: _-3 | :j.___
pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Iembaga reha‘bﬂltasr}_{rg S P b

medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pememntah

Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang: dﬂakukm} Oleh"j:"__ '.
pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keiuargamya, dan / a‘tau___f]'. L

orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum’ cukup umur.:

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan = pendidikan yang {-:. i
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan. mformal’_ﬂ_.__ i R

pada jenjang dan jenis pendidikan sesuai kewenangannya

Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang d1d1r1kan
berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah - keljanya/ operaszonainya'__;' ST

berada dalam wilayah Daerah.

Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada daiam.-: -.

wilayah daerah.

Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan ruang toko ruang:'_'] = _':_:_ .
gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya . .
yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan atau keglatanf-:'-:v S

usaha.

HARD PERANGHAT DARRAY
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36. Rumah Kost/Tempat Pemondokan/Asrama yang selanjutnya d}.sebut_--_;f- el
Pemondokan adalah rumah atau kamar yang dzsedlakan untuk tempat .. . -
tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau ‘heberapa orang. ..o
dengan dipungut atau tidak dlpungui bayaran, tidak termasuk tempat S

tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.

37. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bag1 orang unmk-”:_ Py
dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayainan, dan ‘atau fas1111,as{._.__“z-
lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk 'bangunan Iaumya, yang oo
menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuall unmkf'

pertokoan dan perkantoran.

38. Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan kegiatan bez‘upa senl_.
pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegzatan h:aburan c{an:__'--_f_'f-_.;

rekreasi lainnya.

| Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksud sebagai Pedoman dalam peiaksanaan_zf
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan o
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran . Gelap ‘Narkotika ~ dan
Prekursor Narkotika bagi Pemerintah @ Daerah untuk: mengatur‘ dan

memperlancar pelaksanaan upaya Fasilitasi Pencegahan dan. Pemberantasanﬁ;

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotlka s
agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordm_as; R s

menyeluruh dan berkelanjutan di daerah.
- Pasal 3

Peraturan Gubernur ini, bertujuan untuk:

a. sebagai pedoman dalam @ pelaksanaan _upaya pencegahan dari L
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotﬂ{a dan-[; i
prekursor narkotika agar dapat terselenggara secata %:erencaﬂa terpadu

terkoordinasi dan berkelanjutan;

b. memberikan perlindungan  kepada masyarakat -ciai*i '. i aﬂcaman":;’_'ﬁ"
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan’ prekursor narkoﬁka, SEETL I

c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap'-'__'.__'__

narkotika dan prekursor narkotika; dan

d. menciptakan ketertiban dalam tata kehxdupan bermasyazaka‘i: sehmgga'_'_ E B
dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan - pemberantasan*ff-’f e

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan pr ekursm narkouka
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

kewenangan Gubernur; |

penyelenggaraan fasilitasi rehabilitasi medis;

rehabilitasi sosial;

penyeleggaraan paska rehabilitasi;

pengembangan potensi masyarakat; S
persyaratan dan tata cara pembentukan forum 1<:omumk:a51 EE

oo T
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g.
h.

(1)

rencana aksi daerah; dan
sanksi administratif,

BABTI
KEWENANGAN GUBERNUR

Pasal 5

Kewenangan Gubernur dalam Pencegahan dan = Pembemntasan_".f': o
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Na1 kotzka Eer
meliputi: :

a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan_._' 8
pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narko’mka
b. mengatur dan mengawasi tempat-temipat rehabilitasi medis dan Sl
rehabilitasi sosial di daerah yang dzselenggarakan' oleh swastaz SRR
dan/atau masyarakat; dan . : S et e oy
c. melindungi kepentingan masyarakat luas terha,da.p reszko bahaya%
penyalahgunaan narkotika dan/atau prekur sor narkatxka ' e S
Menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahaﬂ dan'i._'_l-;
pemberantasan peredaran gelap narkotika dan - prekursor narkoé:ika{{_} dhnri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa: - R S
a. menyusun  peraturan  daerah  mengenai pencegahan dan'._-;'__f'_-;'_?.'
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaraﬁ gelap narkotlka dam'
prekursor narkotika; : : : e

b. membentuk  tim terpadu pericé’gaha,li" dan - pemberantasaﬁ e
penyalahgunaan dan peredaran gelap - natkotika dan prekuz‘sor]__'_ SR R
narkotika di daerah, kabupaten/ kota, dan kecamstan; dan L e

¢. menyusun rencana aksi daerah pencegahan - dan- pen1berantasanf‘ o

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotlka dam prekursar‘_ . -:Q_'
Narkotika. — L

Mengatur dan mengawasi tempat-tempat 1ehab1htasz met;_hs dan

rehabilitasi sosial di daerah yang d1selenggarakan oieh swa*sta dan / atau’
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bel upa

a. menetapkan rumah sakit, puskesmas dan/atau 1embaga rehablhtamy o
medis setelah memenuhi persyaratan dan telah dwenﬁka& untukﬂz’.j'j:-_;-”_",-'__'_.'
diusulkan oleh Kepala PD yang membidangi keseha‘tan, SR sl

b. memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi . bag1 pec&mdu dan korban_-s
penyalahgunaan narkotika dan prekursor markotzka, dan . s

c. bertanggungjawab atas biaya = pelaksanaan rehabmtam : bagii:-.’-i' Srhale
pecandu/korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika . -
yang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan PR it

Melindungi kepentingan masyarakat luas © teahadap reszko bahaya;j S

penyalahgunaan narkotika dan/atau prekursor narkotzka sebagmmana: e

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, berupa: - - S

a. melakukan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpctensx? S
terjadi penyalahgunaan narkotika dan prekursm narko‘tlka, St

b. melaksanakan sosialisasi, kampa:aye dan’ penyebaran 111f0rmas1 e
mengenai bahaya penyalahgunaan nar kotika dam pre},mmcr narkmtﬂ{a, i
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c. memfasilitasi upaya perlindungan dan advokasi bag1 pecajfldu / korban
penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, yang diar ahkan
untuk mencegah dan menangani dampak buruk yang dmmbulkannya

BAB 1
PENYELENGGARAAN FASILITASI REHABILITASI MEDIS

Ba‘gmn Kesatu
Rehabilitasi Medis
-Pasal 6 -

(1} Rehabilitasi Medis terhadap pecandu/korban penyalahgunaan narkotlka o
dan prekursor narkotika, dilaksanakan dan difasilitasi- oleh Pemenntah_' S
Daerah. : .

(2) Fasilitasi Rehabilitasi Medis sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) -
meliputi rumah sakit, puskesmas atau lembaga rehablhta31 medzs.- S
tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. R

(3) Penetapan rumah sakit, puskesmas dan/atau }em’baga rehablhtasz medls
tertentu dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan teiah diverifikasi ~°

untuk diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membxda,ngz*ff}--.f-; .
kesehatan. - '

Pasal 7

(1} Lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk sebagai IPWL wapb melakukan =~
asesmen setelah menerima laporan untuk mengetahui. kond1s1 flSlk dan-:__ o
mental pecandu/korban. : A S

(2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadx dasar baglf_._':;::_-_é'ﬁ._:f'
pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu/korban yang bersangkutan i
(3) Pecandu/korban yang melaporkan diri - atau ciﬂaporkan ;: oleh_--:':___ :
orangtua/walinya diberikan kartu lapor diri setelah mengalam asesmen

Pasal 8

Pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika dan prelmrsor narkoﬁka; L
yang telah melaporkan diri atau dilaporkan oleh orangtua/ wahnya harus

menjalani Rehabilitasi Medis sesuai hasil -asesmen sebageumana d1maksuci";_'- :
dalam Pasal 7 ayat (2). e

- Pasal 9

(1) Rehabilitasi Medis dapat dilakukan melalui rawat 11'1ap atau rawat Jalan-_:i_ .
sesuai rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasﬂ asesmen. -

(2) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud - pada ayat- (1) dﬁaksanakan‘;i;_;i_ ;.
sesuai standar pelayanan dan standar opelasmnal plosedur yallg';'-' e
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Bagian Kedua
Institusi Penerima Wajib Lapor
Pasal 10

[PWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, a’éﬁ/afau:_g
lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial vang dztunjuk oieh_ SR

pemerintah.

IPWL harus memenuhi persyaratan:

a. sumber daya manusia yang memiliki keahlian ciaﬂ kewenangan_

dibidang ketergantungan narkotika; dan

b. sarana yang sesuai demgan standar Rehabﬁa‘tas& Med1s atau Staﬂdarf' S

Rehabilitasi Sosial.

Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)_:'.-:;: Rt B

huruf a paling sedikit memiliki:

pengetahuan dasar tentang narkotika; :
pengetahuan dasar tentang ketergantungan narkomka __ T
keterampilan melakukan asesmen ketergantungan narl{ohka, A

oo

narkotika; dan

e. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan 3ems’ R

Narkotika yang digunakan,

Orang tua atau wali dari pecandu/korban penyalahgunaan narkouka dan. :

prekursor narkotika, yang belum cukup umur wajib- melaporkaz‘l pada’--i"

[PWL untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawa‘ian mela.lmjfj-.f

Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pecandu/korban penyalahgunaan narkotika dan prelxursor 1'1ar1{ot1ka5_f;_'
yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau . dziaporkan;_i__.'.'55.'_;
keluarganya pada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan /aiau-_l__;_ e

perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Soszal

_Pasa} 11

Penyalahguna narkotika yang telah melapmkan diri atau dﬂapor}{am;

kepada IPWL diberi kartu lapor diri setélah menjalam asesmen S

Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beﬂaku untuk 2':;;_:{.___' _"55: L

(dua) kali masa perawatan.

Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan‘_,_
pengobatan/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau .
atas permintaan penyalahguna narkotika, orang tua dan- wah atau
keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada msti‘ms:l lam yang'?,_; sk

memiliki kemampuan.

Penyalahguna narkotika yang Sedaﬂg menjalam pengobatan / p@rawatanzig__j__;'..-f;:' ‘-:_3.-: _'
dirumah sakit/fasilitas pelayanan I{esehatan lainnya waglb melaporkanj R

diri kepada IPWL.
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Pasal 12

IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus _melaku_'k'?an' as;"e_sfne_nr;f PR
terhadap penyalahguna narkotika untuk  mengetahui __'kandiSi S :
penyalahguna narkotika. SR T

Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medxs dan e
aspek sosial. :

Pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayai (2 ) dﬂakukan.  _ e
dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fiSﬂ{ de‘m p31k1S
terhadap penyalahguna narkotika. .

Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayvat (3) mehpu‘u rzwayat]-".-’_
kesehatan, riwayat penggunaan narkotika, riwayat pengobatan danm . .
perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, rwvayat.'-_.;
psikiatris serfa riwayat keluarga dan sosial penyalahguna narkotlka

Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mehpu,tz observasz atas'_'._'__"
perilaku penyalahguna narkotika. : e

Pasal 13
Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan pembahan_'f N

perilaku penyalahguna narkotika,

Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersﬁat rahasm daz -
merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi’ terhadap penyalahgu
narkotika yang bersangkutan. :

Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (Q)dlsepakatz -bl_eh EE
penyalahguna  narkotika ~ dan/atau - orang  tua/walif/keluarga =
penyalahguna narkotika dan pimpinan IPWL. e A

Bagian Ketiga
Upaya Rehabilitasi

E17“&153:’—,11 14

Penanganan terhadap penyalahgunaan narkoﬁk& da;:l prekursoz*i-f:?
narkotika, dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi. R

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mélipuﬁi”_ﬁ.,
a. rehabilitasi medis; dan/atau i
b. rehabilitasi sosial. _ NN I B e ]
Pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan - rehabiliié;siﬂ sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) bagi pecandu’ dan korban penyaiahgunaan_:_f: S
narkotika dan prekursor narkotika. . SRR e
Pemerintah daerah bertanggllna}awab atas baaya pelaksanaan rehab111tasi e i
bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotzkaifﬁ“ o

yang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang~undangan
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Pasal 15

Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal - 14 ayat :'-'(”1:)"

dilaksanakan melalui mekanisme wajib lapor bagi pecandu/kt)rban._:._

penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, sesuai ketentuan -
peraturan perundang-undangan.

-BAB IV
REHABILITASI SOSIAL

Pasal 16

(1) Rehabilitasi sosial terhadap pecandu/korban dan mantan peaandﬁ' U

oleh:

penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dapat dllaksanaka’n Lo |

a. Lembaga ~ Rehabilitasi ~ Sosial  yang Cﬁdhikan:.'ltﬂEHQ'jlf" i

Pemerintah /Pemerintah Daerah; atau
b. Lembaga Rehabilitasi Sosial yang didirikan oleh masyarakat

{2} Rehabilitasi Sosial dapat dilakukan melalui rawat inap ‘atau’ rawat ga.}an-:“.;'ui S

sesuai rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen

(3} Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyeienggaraan' o

Rehabilitasi Sosial terhadap pecandu/korban dan mantan pecandu

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Naz‘ko‘i:ﬁ{a

(4) Rehabilitasi Sosial terhadap pecandu/korban dan mantan pecandu.' S e

penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dalam ben‘i:uk

motivasi dan diagnosis psikososial;

perawatan dan pengasuhan; :
pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; -
bimbingan mental spiritual;

bimbingan fisik;

bimbingan sosial dan konseling psikososial;
pelayanan aksebilitas;

. bantuan dan asistensi sosial;

bimbingan resosialisasi;

bimbingan lanjut; dan

rujukan.

R TR e a0 op

(5) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ay’at (1) S
dilaksanakan untuk membantu klien menuju dan mempertahankanf-'
kondisi bebas narkotika dan memulihkan fungsi fisik, ‘psikologis; sosial =~ -
dan spiritual agar dapat mengembangkan kemampuan: untuk:.
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam __kehidupam Rty

masyarakat.
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Pasal 17

Lembaga Rehabilitasi Sosial yang didirikan oleh masyaral«:at “Wap‘b B
didaftarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi Soszal sesu&u'
ketentuan peraturan perundang-undangan. - :

Penetapan Lembaga Rehabilitasi Sosial milik masyarakat _dilakukaﬁ- |
setelah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi oleh I{epa}a
Perangkat Daerah yang membidangi Sosial. ' B

Lembaga Rehabilitasi Sosial milik masyarakat sebagaimana dn'naksud o
pada ayat {1} ditetapkan oleh Menteri Sosial. :

‘Pasal 18

Program Rehabilitasi Sosial bagi pecandu/korban - peﬁyalaﬁguﬁéaﬁ" e

narkotika dan prekursor narkotika dilaksanakan di dalam Lembaga
Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana rehab1§.1ta31 ﬁenganl.__-_ SR

mempertimbangkan hasil asesmen,

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1.)-._-: o e
dilaksanakan oleh pekerja professional  yang kompe‘teﬁ dalam =

penanganan Rehabilitasi Sosial bagi pecandu/korban: peﬁyalahgunaan*r

narkotika dan prekursor narkotika atau tenaga kesejahteraan sosial - e
terlatih sesuai standar pelayanan dan standa1 operasmnai prosedur yangi_;.-._f e

berlalu.

Proses pemulihan pecandu/korban penyalahgunaazl ":_nérk'c'}til«ia}_." dan |
prekursor narkotika yang diselenggarakan masyarakat melalui SOt I

pendekatan keagamaan dan kearifan lokal.

‘Pasal 19

Proses pemulihan pecandu/korban penyalahgu:ﬂaan markotlka cizu’:g"_'_':_-'i_: E S

prekursor narkotika dapat dﬂal{sanakan melalui IBM

Bentuk dari kegiatan IBM terdiri dari ;

a. menemukenali korban penyalahgunaan nalkotﬂ{a di mlayah setempat
b. melakukan penjangkauan untuk meng1dent1fikas1 penggunaan;_il Sy

narkotika dan tingkat permasalahannya;

c. mendampingi dan memberikan  dukungan kepada korban_;._z'-f:3'____:_.: s
penyalahgunaan narkotika dengan tmgkat risiko - rendah me}alm'_i SR LR

intervensi awal;

d. melakukan rujukan ke layanan kesehatan dan sosial ya;ng dibuf:uhkan St

korban penyalahgunaan narkotika,;

e. melibatkan korban penyalahgunaan narkotika dan magyarakat unmkij;_'_-:
memberikan bantuan dan dukungan kepada korban penyalahgunaan:’_.-:_____j__:_ S

narkotika yang ada di wilayah setempat; dan

f. melakukan pemantauan pendampingan dan blmbmgan 1anjui: dalamf __ i If
proses pemantapan kemandirian dan penmgkatan kehidupan"{_

bermasyarakat mantan pernyalahguna 1’131"1{013&

RARD PRRARGRAT BARRAI

T PEMRARAREA ABISTENT ¢ S8 Ao
& { F




Paska Rehabilitasi merupakan bentuk layanan lanjutan - da,n merupakan'_;_ i
bagian yang terintegrasi dalam rangkaian rehabilitasi yang d1ber11<:an kepada:_-{_;_‘_':":": o
klien yang telah menyelesaikan program rehabilitasi ketergantungan narkoﬂk&‘;f R R

 BABYV
PENYELENGGARAAN PASKA REHABILITASI

Bagian Kesatu
Paska REehabilitasi

Pasal 20

dan prekursor narkotika.

Pasal 21

Dalam rangka mewujudkan : Legzatan Paska Rehabilitasi sebaganmanaﬁf
dimaksud dalam Pasal 20 terhadap penyalahguna Paska Rehabﬂztasz___--_.;'_:;. S

dapat dilakukan:

a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan l{erja

b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidﬂs:an dan
c. kohesi sosial. :

Pelayanan untuk mempemleh keterampilan kerja sebagalmaﬂa dlmaksud

pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh perangkat daerah yang._;:

membidangi tenaga kerja.

Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pend1d1kan sebagalmanag;' i &
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh peraﬁgkat daerah yang B

membidangi pendidikan.

Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -huruf c dilaksan’a}ca_ﬁ_'};-f:'_ Sy

oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial. -

Pasal 22

Penyalahguna Narkotika ditempatkan pada Lembaga Rehabﬂrtasz Medls: -f E

dan Rehabilitasi Sosial setelah menjalani proses asesmen

Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sos;a_l sebagalmanaﬂ:-_-_f-:':_'-’5
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan -sesuai . ketentuan pelaturan_;__”-_ﬁ_; S

perundang-undangan.

Penyelenggaraan layanan rehabﬂﬂam oleh lembaga rehabﬂﬁas; sesueu___:} S el

standar Nasional Rehabilitasi.

Pasal 23

Penyalahguna yang terjamng dalam operasi penyaiahgunaan 11ar1«:ouka-;.__3_;'_3_': 
dapat menunjukkan kartu lapor diri kepada pihak yang berwajzb unmk_-_*;-, S
segera dilakukan rujukan kembali kepada 1embaga/mstztusz ya_ngi{:f-;_-

mengeluarkan kartu lapor diri.
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Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayéi'( 1) hanya berlaka'::;_'
untuk 2 (dua) kali terjaring dalam operasi penyaiahgunaan narkotika. e
Pengguna/penyalahguna narkotika yang terbukti bersa}ah meiaimkanj--_'f_ﬁ_:_:_':_ e
tindak pidana narkotika berkewajiban menjaiam Rehabihtasz Medzs_-:'_-'_-__-'__-'_'_ L
dan/atau Rehabilitasi Sosial berdasarkaﬂ putusan pengadﬂan - S
Pengguna/penyalahguna narkotika yang t1dak terbukt be1salah‘j_.;
melakukan tindak pidana Narkotika berkewajiban. m@n;alam Rehabﬂﬁa&z_gg R
Medis dan/atau Rehabilitasi Soszal ber: dasarkaﬂ penetapaﬂ peng&dﬁan :

Pengguna/penyalahguna mnarkotika yang Sedang mengalam proses;_;':_'_-. ; ;
peradilan dapat ditempatkan dalam Lembaga Rehabﬂﬂam . Medmff: S
dan/atau Rehabilitasi Sosial. o

Penempatan dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan / atau Rehablhtasz_f}IQ.:'. e
Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kewenangan =
penyidik, penuntut umum  atau hakim sesuai dengan ﬁngkat-_;f'_a;__'-g.
pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendam dari tim asesmen S

Bagian Kedua
Tim Terpadu

Pasal 24

Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi - peneegahan AR
pemberantasan penyedahgunaan dan: peredaran gelap narkoti :
prekursor mnarkotika dibentuk tim  terpadu penceﬂahan d Hhm
pemberantasan penyalahgunaan dan ?eredaran gela'p narketﬂ{a da_n
prekursor narkotika di provinsi. S s

Tim Terpadu pencegahan dan pembmamasan pe:nyaiahgunaan dan}
peredaran gelap narkotika  dan prekursor nazkotﬂ{a d1 provmsr”
berkoordinasi dengan Tim Terpadu k&bupaten /] kota mi SR
Tim Terpadu sebagaimana dzmaksud pada ayat (1) bersﬁat ex oﬁi’cw

Pasal 25

Susunan keanggotaan tim :terpadu pencegahan dem pembez antasan'
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. da:n pr ekursor narkotlka-_f
di daerah sebagaimana dxmaksud dalam Pasal 24 terd1r1 aias

a. Ketua ' : Gubemur Rt
b. Wakil Ketua 1 . Sekretaris Daezah vamsz e oy
c. Wakil Ketua 2 ' e Kt,pala < Badan Narketzk:a’-*

- _ .Nasmnal Provmm - ': e
d. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Kepala Bada;n _ Kesatuam'-
-_-'Baﬂgsa dan Poimk E’rovm i;

dan = o S
e. Anggota : 1. unsur Perangkat Dae}:‘ah d
provms1 sesuai denga

kebutuhan,
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Pembinaan dan pengawasan se‘bagalmana dimaksud daiam Pasai 28 o
dimaksudkan agar penyalahguna -yang telah dlrehabzhtaa dapat;;_

2. unsur kepolisian  di
provinsi; ' e

3. unsur - Temara Nasmnal -

Indonesia di provinsi.

Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:

a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan -

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekurssor -
narkotika di provinsi; '

b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan meﬂgawasr_ : :
pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pembez antasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap 1‘1ark0t1ka dan prekursor S

narkotika di provinsi; dan RN
c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan- '

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap ﬁarkoﬁka dan'.'_:" S

prekursor narkotika di provinsi.

Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) e )

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 26

Gubernur melakukan pembma&n dan pengawasan péﬁyelel'lggaraaﬁ:_
fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan pel"edaran L

gelap narkotika dan prekursor narkotika di provinsi,

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan 'terhadap
penyalahgunaan narkotika dan prekursor naikotika yang sudah seiesaii_-_” g

menjalani rehabilitasi.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dzmaksud pada ayat (1)'.‘._ |

dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membldangz Kesehatan

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2”) o S
dilaksanakan melalui pendampingan berkelanjutan yang mengll{ut FERR IR

sertakan masyarakat.

‘Pasal 27

mempertahankan kepulihan, produktif dan berfungsi sosial.
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(1)

(2)

BAB VI
PENGEMBANGAN POTENSI MASYARAKAT

Pasal 28

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam’ “upaya __
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika dan prekursor narkotika. _
Hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat'
(1) diwujudkan dalam benful: _
a. mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi téﬂtang”;-'

adanya dugaan tindalk pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, memberikan da‘t"a}

atau informasi tentang adanva dugaan tindak pidaﬁa narkohka danf P s

prekursor narkotika;
¢c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepadaﬂz.'-

penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tmdak pidana' S

narkotika dan prekursor narkotika;

d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang dzbemkan_;__{__f:_ :

kepada penegak hulkum atau BNN;

e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang ';j-bers.aﬁgkutarig
melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; -

f. melaporkan kepada penegak hukum atau BNN apabﬂa mengetahuz_':-_"f.f; |

adanya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, S

g. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dalnpak'.3:_' S

penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; o o
h. meningkatkan  kesadaran  masyarakat mengenai . j"dmpak--j -

penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; N
1. membentuk wadah partisipasi masyarakat;

J. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan: pecandu atau:_.'_z}i-f-: L

penyalahguna dan keluarganya; dan/atau

k. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan terhadap penyaiahgunam (e

dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotzka

Pasal 29

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengkoordiﬁasikah pembentukan - : o
wadah partisipasi masyarakat dalam rangka fasilitasi dan -u'p'aya:_.ﬁ; e R
pencegahan terhadap penyalahgunsasan dan peredaran gelap uarkotzka S

dan prekursor narkotika.

Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dzrnaksud pada ayat (i).'__.-_'-
dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan 1nf0rma31 pusa‘t_-_z'_ R

layanan konseling atau wadah lainnya sesuai dengan ke'bumhan
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(1)

(3)

(1)

(2)

(3)

BAB VII ' e
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI

:Pasal 30

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan ierhadap penyalahgunaan{f A
dan peredaran gelap narkotika dan prekursor ﬂark(}tlka d1 daerah”-. S
dibentuk Forum Komunikasi. - - G

Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada.'ayat {1 -tefréiiri'_”_.darii-__'-.';.':3?_-'_
nsur- SRR A ottt b o
pemerintah daerah;

instansi vertikal,;

lembaga kesejahteraan sosial;
perguruan tinggi;

tokoh masyarakat/pemuda;
tokoh agama,; : L S e
mantan pecandu/korban penyalahgunaan narkotlka dan prekuasorﬁ, S
narkotika; dan : : e

h. wunsur lainnya yang dipandang perlu.

© Mo a0 o

Pembentukan Forum Komunikasi dapat dzsusun secara bel Jengang _ =
Pembentukan Forum Komunikasi dan susunan keanggotaanf:_ o L
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan d.erzgan_ Keputusan = = . .
Gubernur untuk tingkat Provinsi. e L e S

BAB VIII o
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 31

Dalam pelaksanaan fasilitasi peﬂcegahan dan pemberantasaﬁif”
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. dan prek:ursor I‘laﬂ{(}t}k&,
gubernur, bupati/walikota, dan camat menyusum rerxcana 31{81 daera
vang dilaksanakan setiap tahun.

Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana c11maksud pada ayat (1), '
berpedoman pada format rencana aksi daerah seébagaimana. tercantum-. Bl
dalam Lampiran yang merupakan ba.glan tidals, terplsahkan dan.';
Peraturan Gubernur ini. N S

Rencana aksi daerah sebagaimana dimakéuci'pada”.éyat (1) dlsampalka.n

lkepada Gubernur Kalimantan Barat melalul Badarz Kesatuan ﬁangsa danf
Politik. S S

HaRD FERANGHAT DARRAN

HUREY WFMR&KE&RM

A

ABIBTEN T |




(3)

BAB IX
SANKST ADMINISTRATIF

‘Pasal 32

Setiap pimpinan satuan - pendidikan/institusi Pendidikai‘g til_iggi,'-:-:. e |
pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan

Usaha Swasta, atau pemilik/penanggung jawab . hotel/penginapan, -

tempat hiburan, pemondokan, rumah susun, asrama dan tempat usahai._"_ -
yvang melanggar ketentuan terhadap upaya fasilitasi pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan’
prekursor narkotika dikenakan sanksi administratif. |

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pa_da ayat (1),
dilakukan setelah berkoordinasi dengan BNNP, Instansi Vertikal, Instansi ==
Pemerintah  Provinsi, Instansi  Pemerintah  Pusat - ‘dan fatau o

Kementerian/Lembaga terkait.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

teguran lisan;

peringatan tertulis;

penghentian sementara kegiatan;
denda administratif, dan/atau
pencabutan izin.

© o g

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dnnaksud pacia ayat (2) :'_._:j

dilaksanakan dengan cara:

a. pemberian teguran tertulis pertama;
b. pemberian teguran tertulis kedua, disertai dengan pemgenaan denda

c. pemberian teguran tertulis ketiga, disertai dengan paksaan_"-'“”' Cin

pemerintah; dan
d. pembekuan/pencabutan izin usaha.

Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak dibéi‘ikanhya sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditaati, terhadap'-
penanggungjawab badan usaha, tempat usaha; hotel/pengmapan dan.
tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama akan dikenakan dencia Sl
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf.d sebesar Rp SRR

5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak chbemtakannya eienda R .
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditaati, terhadap =~
penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan-.
tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama dﬁakukma pencabutan'-i S

izin,

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupaka'n ]p'ér;e'_ri‘m;a'a_.n o

daerah.

ARG PRRAANGEAT DALRAK -
B PEERARARSA ARITEN | SEHEA

I




- BAB X _ _
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dmndangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan - pengundangan Peramran e
Gubernur ini dengan penempatannya - dalam- Betm:a Daerah Provms1 R

Kalimantan Barat.

Ditetapkaﬁ di Pontianak
pada tanggal . -

,@GUBERNUR KALIMANTAN BARA’I‘ é e

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH :
PROVIINSI KALIMANTAN BARAT, -

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR




LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2022 S ' i ey
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOM@R SR e

TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN. PEMBERANTASAN;
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR __
NARKOTIKA i

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN. PEREDARAN;

FORMAT PENYUSUNAN RENCANA AKS'{ DAERAH

GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKGTIKA

NO

RENCANA : : INSTANST - KRITERIA
AKSI _ TERKAIT I{EBERHASILAN

2 a 4 | ;3:553;.;f:,_5jgg-45

Penyusunan Peraturan Daerah’ mengenai pencegahaﬁ dan pcmberantasan

penvalahgunaan dan peredaran gelap nar koﬁka dan p1 ekursor narkotxka

Sosialisasi

Pelaksanaan deteksi dint

Pemberdayaan masyarakat

Pemmciaan wilayal ravan penyalabgunasn don peredaran gezap narkotkadan |

prekursor narkotika

Peningkatan kapasitas pelayaiian rehabilitasi iﬁedis '

Peningkatan peran serta dinas terka,lt dan pzha,k lam dalam penyeienggaman o
kegiatan vokasional : S : = _ i G

penyediaan data dan mformam mengenai pencegahari dan pemberantasaﬁ

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prels:ursor narkohka

Rencana aksi lainnya

PENANGGUNGJAWAB - ﬁggjjj;?n-}




